BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sesungguhnya merupakan negara hukum, hal ini telah diketahui
secara umum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Penyelenggaraan pemerintahan
di suatu negara yang konstitusinya mempertegas keberadaan hukum, maka
eksistensi hukum haruslah ditegakkan, dihormati, dilaksanakan serta ditaati oleh
siapapun juga tanpa ada suatu pengecualian. Hal ini dimaksudkan semata-mata
agar terciptanya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam menjalankan
kehidupan sehari-hari, dengan demikian tertib dan teraturlah negara tersebut.

Negara Indonesia ialah negara hukum dengan ciri-ciri sebagai negara
moderen yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Dengan
demikian untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan dari konsep demokrasi
dan kedaulatan rakyat tersebut maka diadakanlah Pemilihan Umum untuk
memilih dan menentukan pemimpin sebagai wujud partisipasi politik rakyat
dalam suatu negara demokrasi. Pemilihan Umum di Indonesia sebagai salah satu
upaya untuk mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan
baik, jujur, dan adil agar tercapainya pemilihan yang profesional dan memiliki
kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, konsep kedaulatan sendiri telah meletakkan kekuasaan
tertinggi berada ditangan rakyat, hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa “kedaulatan berada ditangan



rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”, maka rakyat secara
konstitusional memiliki kedaulatan, tanggungjawab, serta hak dan kewajiban
untuk memilih pemimpin yang akan membentuk suatu pemerintahan guna
mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Salah satu perwujudan bahwa
Negara Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat (demokrasi) yaitu dengan
dilaksanakannya pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) yang telah
disinggung diatas, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif,
maupun pemilu kepala daerah.

Ketentuan Pasal 22 E UUD 1945 telah menjabarkan bahwa pemilihan
umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap
lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD NRI 1945 maka
akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara terarur dan lebih menjamin
proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk
pemilihan di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah disuatu wilayah tertentu,
baik itu daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan berdasarkan peraturan
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun,
dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadi suatu pelanggaran

pemilihan umum baik bersifat administrasi maupun yang berupa tindak pidana.

! pasal 22 E ayat (1) dan (2) UUD 1945



Untuk mengantisipasi bilamana terjadi tindak pidana pemilihan umum
maupun pilkada telah ditegaskan bahwa terdapat empat (4) instansi atau institusi
yang dapat terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilihan yaitu
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Agar efektifitas penanganan perkara pelanggaran atau kejahatan terhadap
pemilihan yang menyangkut pidana maka telah dibentuklah satu lembaga oleh
Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yaitu Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
(Gakkumdu).?

Hal ini pun ditegaskan dalam ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2015
pasal 152 yakni “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak
pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota,
Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau
Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakkan hukum terpadu”.

Dewasa ini telah sering terjadi pelanggaran baik itu pemilu maupun pilkada
berupa tindak pidana yang mengakibatkan penyelenggara dan bahkan rakyat biasa
ikut terseret dalam menyelesaikan perkara pemilihan tersebut ke pengadilan.
Tindak pidana yang terjadi pada pemilihan kepala daerah disebut dengan tindak
pidana pemilihan.?

Penegakkan hukum pemilu yang bermasalah menjadi salah satu faktor
terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Sejumlah tindak pidana terus ditemukan

dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik itu pemilu berskala nasional maupun

¥ Pasal 145 UU Nomor 1 tahun 2015 menerangkan bahwa “Tindak Pidana Pemilihan merupakan
pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini”.



berskala lokal seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku
Utara.

Hal ini terjadi ketika telah berlangsungnya pemilihan kepala daerah
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tahun
2018. Dimana terdapat salah satu warga Desa Malbufa Kecamatan Sanana
Kabupaten Kepulauan Sula yang berdomisili atau memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) yang beralamat di Desa Savana Jaya Kabupaten Buru Provinsi
Maluku atas nama Suleman Umakamea.

Warga atas nama Suleman tersebut sejatinya telah berkedudukan cukup
lama di Desa Malbufa, sampai tiba terdapat momentum demokrasi yang tengah
diselenggarakan olen Komisi Pemilihan Umum daerah. Ditengah berlangsungnya
pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat Suleman Umakamea
juga ingin memberikan haknya sebagai warga negara yaitu memberi dukungan
dengan cara coblos di TPS tersebut. Ketika akan memasuki TPS, Suleman
memberikan KTP-nya kepada petugas KPPS di TPS tersebut dan kemudian ia
diberi pula kesempatan untuk mencoblos di bilik suara yang telah ditentukan.

Dengan demikian, jika dianalisis secara objektif terdapat kelalaian dari
petugas KPPS yang dengan sadarnya memberi kemerdekaan atau ijin kepada
Suleman untuk ikut mencoblos di TPS tersebut tanpa harus memeriksa dengan
teliti identitas yang bersangkutan. Kemudian perkara ini tidak ditindaklanjuti
ditingkat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tapi langsung
diselesaikan di kepolisian bahkan dilimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan

sampal terdapat amar putusannya yang memidanakan Suleman Umakamea.



Oleh karena itu, hadirnya uraian penulisan karya ini semata-mata untuk
memperjelas kedudukan dari lembaga Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) dalam peranannya mengatasi kecerobohan dari petugas yang berada
di TPS 002 Desa Malbufa, serta salah satu warga yang telah mendapatkan putusan
tetap dari pengadilan berkaitan dengan pelanggaran yang dibuatnya.

Pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan umum sendiri, meskipun telah
ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu
supaya dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya masih saja ada
pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri,
misalkan terjadi praktik politik uang (money politics), intimidasi, konflik dan
kekerasan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, mobilisasi Pegawai Negeri
Sipil (PNS), penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara (abuse of
power), penggelembungan dan pengurangan suara, pembukaan kotak suara tanpa
prosedur dan praktik curang lain. Bahkan, tersangka kasus korupsi dan
narapidana pun banyak terpilih di beberapa daerah.

Problematika tersebut sesungguhnya merupakan faktor yang melatar
belakangangi penulis untuk mencoba melakukan penelitian yang dituangkan

dalam sebuah penulisan berbentuk skripsi dengan judul:

“Analisis Putusan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Kepulauan Sula (Studi

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh)”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang kasus diatas, maka penulis
merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah
pada putusan pengadilan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh?
2. Dimanakah peran lembaga Gakkumdu dalam kedudukan hukum putusan
pengadilan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap tindak pidana pemilihan
kepala daerah pada putusan pengadilan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh.
2. Untuk mengetahui peran lembaga Gakkumdu dalam kedudukan hukum
putusan pengadilan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang di artikulasikan dalam bentuk tulisan ini diharapkan
mempunyai nilai kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat
yang penulis maksud, antara lain sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Semoga menjadi proses dan hasil bagi pengembangan ilmu
pengetahuan hukum yang berguna dan menjadi aset pustaka untuk
dilanjutkan pada penelitian sejenis.
b. Diharapkan berguna serta menjadi landasan bagi pengembangan ilmu

pengetahuan hukum khususnya pada bidang Tindak Pidana Pemilu.



2. Manfaat Praktis
a. Memberikan wawasan baru dalam penerapan hukum bagi setiap
lembaga penyelenggara pemilu.
b. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan bagi petugas KPPS serta

lembaga-lembaga yang terkait dengannya.



